ABSTRAK

Skripsi “Urgensi Standarisasi Penggunaan Rasa Pedas Pada Makanan Ditinjau Dari
Hukum Positif Dan Fikih Siyasah)” ini ditulis oleh Davina Rahma Viandari NIM.
1860103221012, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar iyyah) Fakultas
Syariah dan Illmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, dengan pembimbing Fahmi Arif, M.H.
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Penelitian ini membahas urgensi standarisasi penggunaan rasa pedas pada
makanan ditinjau dari hukum positif dan fikih siyasah. Latar belakang penelitian
ini adalah belum adanya pengaturan khusus yang secara tegas menetapkan ukuran
atau batas standar tingkat kepedasan pada produk pangan di Indonesia, padahal
praktik pemasaran makanan pedas semakin berkembang dan berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko bagi konsumen. Permasalahan
yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan standarisasi rasa
pedas dalam hukum tata hukum di indonesia serta bagaimana urgensi penerapannya
dalam perspektif hukum positif dan fikih siyasah.

Tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu tentang (1)
Mengkaji standarisasi penggunaan rasa pedas pada makanan dalam tata hukum di
insonesia. (2) Meneliti urgensi standarisasi penggunaan rasa pedas pada makanan
ditinjau dari hukum positif dan fikih siyasah

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan studi kepustakaan. Sumber
bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan
BPOM, literatur hukum, serta referensi terkait perlindungan konsumen dan
keamanan pangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hukum positif di Indonesia belum
mengatur secara spesifik standar tingkat kepedasan makanan. Namun, berdasarkan
kepastian hukum serta perlindungan konsumen telah memberi dasar bagi perlunya
regulasi khusus. (2) Hukum positif berfungsi sebagai instrumen yang menetapkan
batas, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi
pelanggaran. Sedangkan dari perspektif fikih siyasah khususnya siyasah dusturiyah,
standarisasi rasa pedas sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kemaslahan umum,
perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara dalam menjaga
kepentingan masyarakat. Pemerintah disarankan untuk merevisi regulasi yang lebih
spesifik mengenai standarisasi rasa pedas pada makanan, terutama terkait metode
pengukuran tingkat kepedasan, Klasifikasi kategori pedas, dan kewajiban
pencantuman informasi yang jelas pada produk.
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ABSTRACT

This thesis entitled “The Urgency of Standardizing the Use of Spicy Flavors in Food
in View of Positive Law and Siyasah Jurisprudence”, was written by Davina Rahma
Viandari NIM. 1860103221012, Constitutional Law Study Program (Siyasah
Syar’iyyah), Faculty of Sharia and Law Islamic State University Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, supervised by Fahmi Arif, M.H.

Keywords: Urgency, Standardization, Spicy Taste, Food, Positive Law,
Siyasah Jurisprudence

This study examines the urgency of standardizing spiciness levels in food,
viewed through the lenses of positive law and figh siyasah (Islamic political
jurisprudence). The research is motivated by the absence of specific regulations
explicitly establishing standard measurements or limits for spiciness levels in food
products in Indonesia, despite the growing market for spicy foods a trend that
potentially creates legal uncertainty and poses risks to consumers. The study
addresses how spiciness standardization is currently regulated within the
Indonesian legal framework and analyzes the urgency of its implementation from
the perspectives of positive law and figh siyasah.

The research aims to provide insights by: (1) examining the standardization
of spiciness in food within the Indonesian legal framework; and (2) investigating
the urgency of such standardization from the perspectives of positive law and figh
siyasah. This is a normative-juridical study employing statutory, comparative, and
literature-based approaches. Sources of legal material include legislation, BPOM
(National Agency of Drug and Food Control) regulations, legal literature, and
references regarding consumer protection and food safety.

The findings indicate that: (1) Indonesian positive law does not yet
specifically regulate standards for food spiciness levels; however, principles of
legal certainty and consumer protection provide a basis for the necessity of specific
regulations. (2) Positive law serves as an instrument to establish limits, oversight
mechanisms, and legal consequences for violations. Meanwhile, from the
perspective of figh siyasah specifically siyasah dusturiyah (constitutional
governance) standardizing spiciness aligns with principles of social justice, public
interest (maslahah), the protection of human rights, and the state's responsibility to
safeguard the public welfare. It is recommended that the government revise
regulations to include specific standards for food spiciness, particularly regarding
measurement methods, spiciness classification categories, and mandatory clear
labeling on products.
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